ABSTRAK

Hak milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha hanya boleh
dipunyai oleh warga negara Indonesia, hal ini sejalan dengan asas kepemilikan
atas tanah yang diatur dalam UUPA. Berdasarkan pengaturan tersebut seorang
warga negara Indoensia bernama Ny.lke Farida yang melakukan perkawinan
campuran dengan laki-laki berkewarganegraan Jepang merasa dirugikan atas
pengaturan tersebut sehingga mengajukan pemohonan Judicial Riview terhadap
pasal 21 Ayat (1), Ayat (3), dan pasal 36 Ayat (1) UUPA; serta Pasal 29 Ayat (1),
Ayat (3), Ayat (4), dan pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan ke Mahkamah
Konstitusi dengan putusan Nomor 69/PUU-X111/2015.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi yuridis terhadap
pemilikan hak atas tanah dalam dalam perkawinan campuran pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI111/2015 serta pemtimbangan hukum dari
hakim dalam memutus putusan tersebut.

Metode Penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, berupa
kumpulan dari bahan-bahan hukum seperti perundang-undangan, putusan hakim,
jurna, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, serta
penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pengajuan Judicial Riview
oleh Ny.lke Farida, Majleis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya
mengabulkan sebagian permohonan tersebut yakni Pasal 29 Ayat (1), Ayat (3),
Ayat (4) UU Perkawinan, yang semula perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat
sebelum atau saat perkawinan dan sekarang dapat dibuat selama masih dalam
ikatan perawinan. Dalam hal ini warga negara Indoneisa yang melakukan
perkawinan campuran dengan warga negara asing dapat memperoleh kepemlikan
atas tanah dengan syarat adanya perjanjian perkawinan pemisahan harta kekayaan
dan terkait dengan Pasal 21 Ayat (1), Ayat (3), dan pasal 36 Ayat (1) UUPA;
serta Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan Majelis Hakim mempertimbangkan tidak
beralasan menurut hukum.

Kesimpulanya Majelis Hakim dalam pertimbangnnya telah sejalan dengan
hukum progresif serta telah mempertimbangkan aspek sosial yakni
mempertimbangkan akan kenyataan dalam masyarakat terhadap ketidaktahuan
akan adanya pengaturan pembuatan perjanjian perkawinan yang dapat dibuat
sebelum atau saat perkawinan berlangsung, hingga sekarang masyarakat dapat
membuat perjanjian selama masih ada ikatan perkawinan, hal ini. sejalan dengan
karakter hukum progresif yang peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi
di dalam masyarakat.
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